LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR LABUHAN DANA SENTOSA
TAHUN 2024

JIn Raya Simpang Sribhawono - Lampung Timur
TELEPON: (0725) 661597 / 085279724344



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Nama BPR/BPRS PT BPR Labuhan Dana Sentosa

Alamat JIn Raya Simpang Mataram Baru, Mataram Baru,
Lampung Timur

Nomor Telepon 0725-661597

Penjelasan Umum:

Penerapan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan bagi
terbentuknya system, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan
lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun system pengendalian internal dan
manajemen risiko yang handal. PT. BPR Labuhan Dana Sentosa berkomitmen untuk melaksanakan
Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR
Labuhan Dana Sentosa terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di Industri
Perbankan. Dalam penerapan tata kelola PT BPR Labuhan Dana Sentosa mengacu pada tiga aspek
tata kelola yaitu struktur, proses dan hasil tata kelola. ketiga aspek tersebut menjadi intisari
sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan
pemangku kepentingan

sepanjang tahun 2024 dan tahun mendatang, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diyakini
mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber
daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan
masyarakat

Peringkat Komposit Hasil Penilaian 3. Cukup Baik
Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat
kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan
memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Nama Yusuf Kurniawan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama antara lain:

1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili
perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar BPR.

Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen.

Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
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4. Memimpin dan mengurus PT. BPR Labuhan Dana Sentosa sesuai dengan maksud dan
tujuan.

5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit
internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal
sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun
buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

7. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Labuhan Dana
Sentosa pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen- dokumen perusahaan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada
pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar PT. BPR Labuhan Dana Sentosa, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi,
serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara independen.

Nama Tuti Zuhariyyah

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling
sedikit mencakup:

a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam
rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda
(dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;

b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan
perundangundangan;

c) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;

d) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit
kerja terkaitmengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-
undangan lain yang relevan;

e) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait
pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan

f) melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang
dilakukan oleh Direksi BPR;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

salah satu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah memberikan nasihat kepada direksi
untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. dalam tahun 2024
nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh dewan komisaris kepada Direksi seperti yang termuat
dalam laporan dewan komisaris semester Il / realisasi rencana bisnis semester Il Tahun 2024



3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama Monang Sagala

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan
yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan
Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPR.

4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan
Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan
operasional BPR, kecuali terkait dengan:penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Nama Dian Patrianda

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan
yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1.

2.

3.

Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan
Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPR.

.Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan

Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan
operasional BPR, kecuali terkait dengan:penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Rekomendasi Kepada Direksi:

a. BPR harus terus meningkatkan jasa pelayanan kepada nasabah
b. Terus meningkatkan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam dalam menjalankan
operasional BPR



c. secara global pencapaian kinerja BPR sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebagian
besar tercapai dan kinerja BPR semakin membaik terutama dalam penyaluran dana yang menjadi
sumber pendapatan BPR sehingga BPR saat ini sudah membukukan laba tahun berjalan, namun
NPL meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

d. penghimpunan dana masih terfokus pada Deposito sedangkan untuk penghimpunan dana dalam
bentuk tabungan belum menunjukkan peningkatan sesuai yg diharapkan

e. Dalam menangani kredit bermasalah agar direksi segera membuat action plan penyelesaian
kredit bermaslaah di tahun 2025 dan diserahkan kepada dewan komisaris guna membantu dalam
melakukan pengawasan khususnya terkait kredit bermasalah

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:
tidak memiliki komite audit, pemantau risiko atau remunerasi

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Monang Sagala

Persentase Kepemilikan (%) 99,39

Komisaris Utama BPR sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Labuhan Dana Sentosa
telah disetujui dalam RUPS tanggal 15 November 2022 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Labuhan Dana Sentosa Nomor 08 tanggal 23
November 2022 yang dibuat oleh Notaris Didik Maryono S.H.M.H,M.Kn dan sesuai surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0081100
tanggal 25 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR
Labuhan Dana Sentosa.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada
Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

- Nama Monang Sagala




8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama Kelompok Usaha BPR
Persentase Kepemilikan (%)

Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Sebelumnya

Nama
Nama Kelompok Usaha BPR
Persentase Kepemilikan (%)

Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Sebelumnya

PT BPR Gawi Sabumi Mandarsari
98,81
98,81

Monang Sagala

PT BPR Tridharma Depok
79,72

68,63

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Nama
Nama Bank/Perusahaan Lain

Persentase Kepemilikan (%)

Nama
Nama Bank/Perusahaan Lain

Persentase Kepemilikan (%)

Yusuf Kurniawan
Tidak Ada Kepemilikan Saham
0,00

Tuti Zuhariyyah
Tidak Ada Kepemilikan Saham
0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Nama
Nama Bank/Perusahaan Lain

Persentase Kepemilikan (%)

Nama
Nama Bank/Perusahaan Lain

Persentase Kepemilikan (%)

pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Monang Sagala
Tidak Ada Kepemilikan Saham
0,00

Dian Patrianda
Tidak Ada Kepemilikan Saham
0,00



Nama Yusuf Kurniawan

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Tidak ada
Saham Lain di BPR

Nama Tuti Zuhariyyah

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Tidak ada
Saham Lain di BPR

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Monang Sagala

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Tidak ada
Saham Lain di BPR

Nama Dian Patrianda

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Tidak ada
Saham Lain di BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
- Nama Yusuf Kurniawan



Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang  Tidak ada
Saham Lain di BPR

Nama Tuti Zuhariyyah

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang  Tidak ada
Saham Lain di BPR

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Monang Sagala

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang  Tidak ada
Saham Lain di BPR

Nama Dian Patrianda

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Direksi Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Tidak ada
Dewan Komisaris Lain di BPR

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang  Tidak ada
Saham Lain di BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji 2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Rp236.400.000
Direksi (Rp)



Jumlah Komisaris Penerima Gaji 2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Rp122.760.000
Komisaris (Rp)

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan 2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Rp10.023.360
Direksi (Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan 1 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Rp2.538.912
Komisaris (Rp)

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Rp0
Direksi (Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Rp0
Komisaris (Rp)

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi 0 orang
berbasis saham

Jumlah Nominal Keseluruhan Rp0
Kompensasi berbasis saham Direksi

(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima 0 orang

Kompensasi berbasis saham

Jumlah Nominal Keseluruhan Rp0
Kompensasi berbasis saham Komisaris

(Rp)

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi 2 orang
lainnya



Jumlah Nominal Keseluruhan Rp34.902.753
Remunerasi lainnya Direksi (Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi 2 orang
lainnya

Jumlah Nominal Keseluruhan Rp29.867.753
Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) RpO

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan 0 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris Rp0
(Rp)

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi 1 orang
(Orang)

Jumlah Nominal Transportasi Direksi Rp8.472.000
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima 0 orang

Transportasi (Orang)

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris Rp0O
(Rp)

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi 2 orang
Kesehatan (Orang)

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Rp9.456.000
Direksi (Rp)
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi 1 orang

Kesehatan (Orang)

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Rp2.395.000
Komisaris (Rp)



2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain- 0 orang

Lainnya (Orang)

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya RpO
Direksi (Rp)

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas 0 orang

Lain-Lainnya (Orang)

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Rp0
Komisaris (Rp)

pemberian remunerasi kepada pengurus telah sesuai dengan hasil RUPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 2,50:1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,20:1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris

yang terendah

Rasio (a/b) 1,03:1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,20:1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,30:1

ketentuan pemberian gaji telah di tetapkan oleh pengurus dan RUPS untuk pengurus. Yang
dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari BPR Labuhan Dana Sentosa selaku pemberi kerja kepada pegawai yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

yang telah dilakukannya.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun



Tanggal Rapat 21 Mei 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Isu - isu strategis BPR
2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
3. Evaluasi Pencapaian Rencana bisnis BPR

Tanggal Rapat 12 Februari 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Isu - isu strategis BPR
2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
3. Evaluasi Pencapaian Rencana bisnis BPR

Tanggal Rapat 24 Juli 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Isu - isu strategis BPR
2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
3. Evaluasi Pencapaian Rencana bisnis BPR

Tanggal Rapat 25 Oktober 2024
Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Isu - isu strategis BPR
2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
3. Evaluasi Pencapaian Rencana bisnis BPR

Tanggal Rapat 22 November 2024
Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Isu - isu strategis BPR

2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
3. Evaluasi Pencapaian Rencana bisnis BPR

4. Rencana Bisnis 2025

Tanggal Rapat 04 Desember 2024
Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:
Rencana bisnis 2025



Pelaksanaan rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 adalah sebanyak 6x

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Nama Anggota Dewan Komisaris Monang Sagala
Frekuensi Kehadiran (Fisik) 7 kali hadir
Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) 0 kali hadir

“~~ Nama Anggota Dewan Komisaris Dian Patrianda
Frekuensi Kehadiran (Fisik) 7 kali hadir
Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) 0 kali hadir

Dewan Komisaris secara rutin hadir di kantor BPR setidaknya 2x dalam 1 bulan operasional

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)
Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun 0 kasus
Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun 0 kasus
Sebelumnya

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 kasus
Pada Tahun Laporan

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 kasus
Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses 0 kasus
Hukum Pada Tahun Laporan

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Laporan

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan

Total Fraud Pada Tahun Laporan
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Laporan

Belum Diupayakan Penyelesaiannya
Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan

Total Fraud Pada Tahun Laporan
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus



Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun 0 kasus
Sebelumnya

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 kasus
Pada Tahun Laporan

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 kasus
Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses 0 kasus
Hukum Pada Tahun Laporan

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang 0 kasus
Telah Selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap)

Permasalahan Hukum Pidana yang 0 kasus
Telah Selesai (telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap)

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang 0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Pidana yang 0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Labuhan Dana Sentosa untuk tahun 2024. Demikian
kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mataram Baru, 23 April 2025
PT BPR Labuhan Dana Sentosa

Disiapkan Oleh Disetujui Oleh
{i
{

Yus urniawan Monang Sagala

Dife Utama Komisaris Utama
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